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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjaun Teori Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan 

Bank (LKBB) 

1. Pengertian Lembaga Keuangan 

Sebelum membahas mengenai Badan Lembaga Keuangan Bukan 

Bank, kita terlebih dahulu akan membahas tentang Badan Lembaga 

Keuangan itu sendiri. Badan Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang 

kekayaanya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial asset) atau 

tagihan (clams) dibandingkan asset non financial atau asset rill (non 

financial assets). Lembaga keuangan dimaksudkan sebagai perantara 

pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (lack of funds). 

Lembaga Keuangan merupakan bagian dari system keuangan dalam 

perekonomian modern yang melayani masyarakat pemakai jasa 

keuangan.
21

 

Bentuk Lembaga Keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan 

menjadi dua jenis.keduanya memiliki perbedan fungsi dan kelembagaanya 

dan juga mempunyai darivasi menurut fungsi dan tujuannya masing-

masing. 

a. Lembaga Keuangan Bank 

Menurut UU Pokok Perbankan No.14/1967, didefenisikan 

sebagai  Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit 
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dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Istilah 

bank berasal dari bahasa italia, “Banca”, yang berarti meja yang 

dipergunakan oleh para penukar uang di pasa. Pada dasarnya bank 

merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau 

penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Adalah semua 

lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa 

keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau 

dengan kata lain Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga 

keuangan Non Depository Pembinaan,pengaturan dan pengawasan 

kegiatan usaha LKBB dilakukan oleh Depertemen Keuangan. LKBB 

berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari ke 

masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar 

uang dan modal serta membantu pemodalan perusahan-perusahan, 

sejak tahun 1972 Pemerintah memberikan izin bagi pendirian 

LKBB.Sebagaimana diketahui LKBB terdiri dari jenis pembiayaan 

pembangunan,jenis investasi,dan jenis lainya.
22

  

2. Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Fungsi lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan yang 

menghubungkan unit surplus (yang mengalami kelebihan likuitas) dengan 

unit deficit (yang mengalami kekurangan likuitas).
23
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Lembaga keuangan bukan bank menawarkan bermacam-macam 

jasa  keuangan seperti asuransi, koperasi, dana pension penyimpana 

barang berharga, penyedian mekanisme untuk pembayaran lainya. Adapun 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah 

sebagai berikut: 

a. Funding  

Adalah menghimpun dana atau mencari dana dengan cara 

membeli dari masyarakat luas agar masyarakat mau menanamkan 

dananya dalam bentuk simpanan. 

b. Lending 

Suatu pinjaman yang diperoleh dana dalam bentuk simpanan 

dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan 

kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk 

pinjaman.
24

 

3. Macam-Macam Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Termasuk lembaga keuangan bukan bank lain, seperti koperasi 

simpan pinjam, perum pegadaian, perasuransian, dan dana pensiun. 

a. Koperasi simpan pinjam 

Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang usahanya 

menerima simpanan dan   memberikan pinjaman kepada para anggota 

yang memerlukan dengan persyaratan mudah dan bunga relative 

riangan (di bawah buanga bank). 
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b. Perum pegadaian 

Perum pegadaian adalah perusahaan umum milik pemerintah 

yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman uang kepada 

perorangan, yang besarnya didasarkan pada besarnya nilai barang yang 

diserahkan sebagai jaminan. Tujuan perum pegadaian ialah mencegah 

agar rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman tidak jatuh ke tangan 

rentenir atau kreditor liar karena pada umumnya kreditor liar 

mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda yang lazim 

disebut bunga berbunga. 

Barang yang dijadikan sebagai jaminan (bork) kredit perum 

pegadaian berupa barang bergerak dan berang-barang perdagangan. 

Apabila pinjaman terlambat membayar utang tepat pada waktunya 

maka perum pegadaian akan memberi kesempatan lagi selama tiga 

minggu. Tetapi jika setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu 

ternyata si peminjam tidak dapat melunasi maka barang jaminannya 

akan dilelang. Sumber permodalan perum pegadaian berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan dan pinjaman dari Bank Indonesia. 

Dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah tanpa memperhatikan tujuan penggunaannya. 

c. Perusahaan asuransi 

Perusahaan asuransi ialah perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa pertanggungan risiko, misalnya risiko kecelakaan dan kebakaran. 

Orang yang mempertanggungkan risiko dirinya harus membayar 

sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Jumlah uang (premi) yang 
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harus dibayar orang yang mempertanggungkan risikonya sudah 

ditetapkan perusahaan asuransi.Jumlah premi yang sudah ditetapkan 

diangsur tiap bulan, tiap triwulan, atau tiap tahun. Apabila jumlah 

premi dan batas waktu pertanggungan belum terpenuhi sementara 

orang yang mempertanggungkan risikonya meninggal dunia, ahli 

warisnya berhak menerima premi penuh tanpa harus meneruskan 

kewajiban pemegang polis. 

Polis adalah surat perjanjian antara perusahaan asuransi selaku 

pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Isinya bahwa 

penanggung akan menanggung risiko yang dipertanggungkan sampai 

batas waktu yang ditentukan dan akan mengganti kerugian yang 

diderita apabila terjadi musibah. Untuk itu, pihak tertanggung akan 

membayar premi sebesar yang ditentukan dalam perjanjian kepada 

penanggung. Perusahaan asuransi memperoleh keuntungan berupa 

bunga premi atau selisih antara jumlah premi yang diterima dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk di dalamnya ganti rugi jika 

terjadi musibah. 

d. Dana Pensiun 

Pemerintah maupun perusahaan yang berbentuk perseroan 

terbatas (PT) umumnya memperhatikan masa pensiun para pegawai 

maupun karyawannya. Untuk keperluan tersebut, setiap bulan para 

pegawai atau karyawan dikenakan potongan dana pensiun dari gaji 

mereka selama masih bekerja. Dana pensiun yang terkumpul 

digunakan untuk membayar gaji pensiun kepada pegawai maupun 
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karyawan yang teelah memasuki masa pensiun. Sebelum digunakan, 

dana pensiun yang terkumpul dalam jumlah besar dikelola oleh PT 

Taspen untuk pegawai negeri, atau lembaga pengelola dana pensiun 

untuk perusahaan swasta. Dana tersebut disalurkan dengan cara 

pemberian kredit kepada investor yang membutuhkan, atau dengan 

cara dibelikan surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah. 

Selain keempat lembaga keuangan bukan bank yang telah 

dibahas masih banyak lembaga keuangan bukan bank lainnya, antara 

lain PT Askrindo (asuransi kredit Indonesia), LKBB (Lembaga 

keuangan bukan bank),perusahaan sewa guna atau leasing,serta pasar 

uang dan pasar modal.
25

   

4. Faktor-faktor Pendukung Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung peran lembaga 

keuangan  bukan bang dalam perekonomian modern antara lain: 

a. Meningkatnya pendapatan masyarakat. 

Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat terutama 

kalangan menengah menyebabkan naiknya kemampuan menabung 

setiap tahun. Sejalan dengan itu lembaga keuangan bukan bank 

menawarkan berbagai alternative jasa yang memberikan fasilitas 

kemudahan masyarakat melakukan pilihan jasa yang ditawarkan. 

b. Perkembangan industri dan teknologi. 

Kebutuhan dana investasi oleh sektor industri yang semakin 

meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan industri dan 
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teknologi.Untuk memenuhi kebutuhan sektor usaha tersebut, lembaga 

keuangan bukan bank telah memperlihatkan kemampuannya untuk 

memenuhi semua kebutuhan modal sektor industri dalam jumlah besar. 

c. Dominasi instrumen keuangan. 

Beberapa jenis surat berharga yang ditawarkan melalui pasar 

keuangan sulit dijangkau oleh penabung akibat denominasinya dalam 

nilai besar. Lembaga keuangan yang memiliki karakteristik usaha 

tersendiri dapat memberikan kesempatan penabung kecil untuk 

mendapatkan instrumen keuangan yang dapat dijangkau. 

d. Skala ekonomi dan produk jasa-jasa. 

Dengan mengombinasi sumber-sumber untuk menciptakan 

berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya produk 

atau jasa per unit yang ditawarkan lembaga keuangan dapat ditekan 

lebih rendah. Kelebihan inilah yang memberikan lembaga keuangan 

keunggulan bersaing. 

e. Jasa-jasa likuiditas. 

Ketidakpastian arus kas unit usaha dalam kegiatan operasinya 

jelas akan dapat mengancam dan mengganggu kegiatan operasi 

perusahaan apabila kondisi keuangannya tidak dalam keadaan baik. 

Masalah likuiditas tersebut kemungkinan akan menyebabkan 

timbulnya beban biaya dan akan mengganggu kelancaran operasi 

perusahaan. Masalah likuiditas tersebut dapat juga dialami oleh 

individu. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas ini, lembaga keuangan 

menciptakan dan menjual produk atau jasa-jasa likuiditas. 
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f. Keuntungan jangka panjang. 

Lembaga keuangan memperoleh sumber dana simpanan dari 

penabung dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Dana tersebut 

selanjutnya disalurkan sebagai pinjaman dengan tingkat bunga lebih 

tinggi dan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Spread antara 

biaya dana lembaga keuangan dengan tingkat bunga pinjaman tetap 

akan stabil karena biaya dana dan tingkat bunga kredit cenderung 

bergerak bersamaan, naik atau turun. 

g. Risiko lebih kecil. 

Pengawasan dan peraturan yang lebih ketat terhadap kegiatan 

usaha lembaga keuangan dan adanya program penjaminan atas 

simpanan, yang saat ini banyak diperlakukan oleh pemerintah dan 

otoritas moneter menyebabkan risiko yang dihadapi penabung menjadi 

sangat kecil.
26

 

 

B. Pengertian dan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

1. Pengertian BUMDES 

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang 

dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang 
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dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.
27

 

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan 

dan kepentingan para anggota. Masing-masing kelompok masyarakat yang 

mendirikan koperasi yang mendirikan koperasi yang memiliki kepentingan 

ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan 

koperasi dibentuk dalam beberapanjenis sesuai dengan kebutuhan 

kelompok tersebut.
28

 

Selain itu BUMDES juga merupakan lembaga ekonomi desa harus 

berperan mulai dari hulu (up-stream) sampai kesektor hilir (down-stream) 

dari aktivitas pengembangan usaha pertanian dan aktivitas ekonomi 

produktif lain yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi lokal 

desa. Dengan demikian, BUMDES yang professional, mandiri, dan 

memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan 

sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa 

mandiri dan otonomi. Adapun tujuan yang ingin dicapai BUMDES dalam 

pembangunan desa yaitu: 

a. Meningkatkan perekonomian desa  

b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa 

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi  

d. Meningkatkan pendapatan asli Desa 

e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa 
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f. Memberikan kesempatan usaha  

g. Membuka lapangan kerja
29

. 

Badan Usaha Milik Desa ini merupakan usaha desa yang 

ditetapkan engan peraturan desa. Usaha Desa adalah jenis usaha yang 

berupa pelayanan ekonomi desa seperti,usaha jasa, penyaluran Sembilan 

badan pokok, perdagangan hasil pertanian,serta industry dan kerajinan 

rakyat. 

Pemerintah Desa membentuk BUMDES ini harus berpedoman 

pada peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukukan dan 

pengelolaan BUMDES. Pembentukan BUMDES ini haruslah atas inisiatif 

pemerintah desa dan atau masyarakat desa. 

Selain itu tujuan program dana bergulir ini adalah untuk membuka 

dan memberikan kesempatan kepada unit usaha ekonomi untuk 

peningkatan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas 

lapangan kerja produktif. Disamping mengembangkan, meningkatkan dan 

memantapkan kehidupan ekonomi melalui penyediaan dana bergulir yang 

bersifat khusus. Berikutnya mampu mningkat kan kesadaran kemauan, 

tanggung jawab, rasa kebersamaan dan percaya dirinya. 

Arah program ini untuk mempercepat pengurangan jumlah 

penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah, selain itu guna lebih 

mendorong terjadinya proses transpormasi sosial ekonomi penduduk 

miskin dan usaha ekonomi lemah kearah yang lebih bertanggung jawab 
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dan lebih pro aktif untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha 

produktif, sasaran program ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 

ekonomi penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah melalui: 

peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan 

permodalan dan menumbuhkan dan pengembangan usaha produktif. 

2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Peran adalah suatu set atau kumpulan bentuk-bentuk tingkah laku, 

kewajiban dan keistimewaan yang diharapkan yang melekat pada suatu 

status sosial tertentu. Apabila kita ibaratkan suatu status sosial merupakan 

sebuah jabatan maneger dalam suatu perusahaan, peran merupakan job 

description sosialnya sebagai “maneger”
30

. 

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

memiliki kedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah bagian 

dari tugas utama yang harus dikerjakan, pola tingkah laku yang diharapkan 

dari orang-orang pemangku suatu status
31

. 

Jadi dari defenisi diatas dapat disimpulkan peran fungsi seseorang 

yang menjalankan tugas dalam suatu peristiwa atau kejadian, adapun yang 

dimaksud dengan peran disini adalah peran BUMDes Maju Bersama Desa 

Sawah Kecematan Kampar Utara dalam mensejahterakan masyarakat 

desa. 

Adapun peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian 

usaha desa dari daerah Riau terus meningkatka perekonomian di 
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pendesaan, salah satunya dengan mengembangkan berbagai potensi 

pemberdayaan masyarakat.untuk itu perlu adanya kemandirian, kerja dan 

semangat kegotongroyongan dari seluruh komponen masyarakat. 

Hal tersebut harus mendapatkan sentuhan kreatif dan inovatif, 

sehingga pemberdayaan yang dilakukan tidak semcam penyantunan sosial. 

Akan tetapi, proses pemberdayaan potensi dasar masyarakat untuk tumbuh 

berkembang menuju masyarakat dinamis dan maju serta sajahtera. 

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kasajehtaraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan,sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan usaha 

ekonomi desa. Kegiatan usaha ekonomi desa ini dengan dana yang besar, 

bukan hanya sekedar menyalurkan dana. Namun bagaimana dana itu 

berkembang dan bergulir, serta usaha ekonomi masyarakat tumbuh. 

Bagaimana dengan pengembangan ekonomi desa, membuat desa itu 

mandiri serta mampu memberikan keuangan dan kesejahteraan bagi 

masyarakat, seperti dalam konteks UED-SP dan BUMDES selain 

memberikan lapangan kerja baru mereka dapat di gaji.  

Ada tiga unsur dalam mengembangakan ekonomi desa yakni 

pertama meningkatkan kelembagaan desa di lingkaran pemerintahan desa 

baik kelembagaan sifatnya sosial, ekonomi, keagamaan dan lainnya, kedua 
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pengembangaan SDM dengan melaksanakan pelatihan, sehingga mereka 

bertugas di pemerintahan desa bias menjadi lokomotif pembangunan desa 

dan ketiga bagaimana memanfaatkan potensi di desa itu, bagaimana 

lembaga memberdayakan potensi, seperti pelimpahan wewenang, seperti 

pengurus desa, itu lebih efektif kalau di serahkan pada desa, sehingga desa 

akan bertanggung jawab terhadap pembanggunan desanya. 

Dalam rangka menuju otonomi desa, lembaga sosial beperan SDM, 

sesuai aturan, maka perkembangan desa akan cepat maju, lima ratus juta 

per UED-SP yang merupakan asal modal oprasional BUMDES langsung 

dirasakan masyarakat.pengembangan ekonomi desa, harus berdasarkan 

karakteristis dengan mengenal ekonomi hijau atau Green Economy, 

dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi item pentingnya yaitu komitmen 

dalam rangka otonomi desa, kita harus punya prinsip, kuncinya ada pada 

leader tingkat desa yaitu, komitmen, konsisten dan gerakan aksi.
32

 

Adapun kegiatan-kegiatan yang di berikan oleh BUMDES tidak 

hanya memberikan pinjaman kepada masyarakat. Ada beberapa kegiatan 

atau aktifitas BUMDES yang memberikan masyarakat desa 

mengembangkan usahanya antara lain. 

a. Memberikan konsultasi kepada masyarakat usaha apa yang bagus 

untuk di kembangkan oleh peminjam. 

b. Memberikan seminar kepada masyarakat. 

c. Memberikan pinjaman. 

d. Memberi pengawasan. 
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C. Kesejahteraan Ekonomi 

1. Defenisi Kesejahteraan  

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual,dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri,sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
33

 

Kesajahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat 

tinggal, air minum yang berisi serta kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapt menunjang 

kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, 

ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir 

maupun batin.
34

 

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2013) untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan dapat dilihat dari 7 indikator antara lain:
35

 

a. Kependudukan 

b. Pendidikan 

c. Kesehatan 

d. Fertilitas dan keluarga berencana 

e. Pola konsumsi 

f. Perumahan 

g. Ketenagakerjaan 
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2. Tujuan kesejahteraan 

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertunjuk untuk.
36

 

a. Meningkatkan taraf kessejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. 

b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. 

c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan 

menagani masalah kesejahteraan sosial. 

d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial 

dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 

melembaga dan berkelanjutan. 

e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 

berkelanjutan. 

f. Meningkatkan kualitas manejemen penyelenggaraan kesejahteraan    

sosial. 

2. Kesejahteraan Menurut Islam 

Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi 

dan juga Non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-

satunya indicator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat 

yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Falah berasal 

dari bahasa arab dari kata kerja aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, 

kemuliaan dan kemenagan, yaitu kemulian dan kemengan dalam hidup.
37
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 Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang 

ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang 

diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan 

dalam Al-Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. 

Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan 

apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ayat-ayat 

Al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang 

secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) 

berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan 

dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang 

kesejahteraan.
38

 

Firman allah Allah dalam surat An- Nahal 97 

                           

                 

Artinya:  Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan kami berikan  kepadanya       kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan 

kepada mereka dengan pahala y ang lebih baik dari apa yang 

telah mereka kerjakan. (Q.S Al Nahal Ayat 97).
39

 

 

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang 

diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada-Nya. 

Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-
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orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. 

Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas 

dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk 

ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.
40

 

 

D. Lembaga Keuangan Menurut Islam 

1. Koperasi dalam Islam 

Koperasi syariah di mulai dibicarakan ketika banyak orang 

menyikapi pesatnya pertumbuhan Baitul Mal Wattamwil (BMT) 

diindonesia. BMT bina insan kamil Jakarta yang berdiri pada tahun 1992 

menjadi inspiras berdiri BMT-BMT  diseluruh Indonesia. Ini ternyata 

memberi manfaat bagi kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem 

disektor informasi yang tidak tersentuh oleh sector perbankan. 

Kendati awalnya hanya merupakan SKM syariah (kelompok 

swadaya masyarakat yang berladaskan syariah)namun demikian memiliki 

kinerja layaknya sebuah Bank. Diklasfikasikanya BMT sebagai KSM guna 

menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program 

PHBK Bank Indonesia ( Pola Hubungan Kerja Sama Antara Bank Dengan 

Lembaga Swadaya Masyarakat). 

BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat, berdasarkan 

Undang-undang  RI Nomor 25 tahun 1992,  BMT berhak menggunakan 

badab hukum koperasi. Berdasarkan UU tersebut BMT pada dasarnya 

sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit sismpan pinjam 
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konvensional, perbedaanya hanya terletak pada kegiatan operasional yang 

menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal 

dan haram dalam melakukan usahanya. 

Badan hukum koperasi syariah dianggap sah setelah akta 

pendirianya dikeluarkan oleh notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh 

pemerintah melalui kadep koperasi untuk keanggotan wilayah kabupaten / 

kota madya, sedangkan untuk kenggotaan yang meliputi provisi harus 

dibuat dikanwil  koperasi provinsi yang bersangkutan.
41

 

2. Pengertian Koperasi Dalam Islam 

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta’awuniyah 

(persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara 

dua orang atau lebih, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar 

membagi keuntungan membuat perjanjian.
42

 

Prinsip kolektifitas dan ta’awun yang disyariatkan dalam ajaran 

islam dalam lapangan perekonomian dapat diwujudkan dalam bentuk 

organisasi koperasi. Kerja sama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan 

berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta 

berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesame anggota 

koperasi. Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakan 

pada pondasi yang kokoh, yaitu kolektivitas, ta’awun dan persamaan 

kepentingan sesame anggota, sehingga antar anggota dapat bekerja sama 
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untuk mencapai tujuan organisasi, yakni mempromosikan ekonomi 

anggota atau kesejahteraan anggota. 

Menurut syaltut, koperasi ( syirkah ta’awuniyah) adalah suatu 

persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh fuqaha 

terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam berikut ini.
43

 

a. Syirkah Abadan, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau bebih 

untuk melakukan suatu usaha yang hasilnyadibagi antara mereka 

menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.  

b. Syirkah wujuh,yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk 

membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling 

mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditentukan. Imam Hanafi dan Hanbali membolehkan syirkah wujuh ini, 

sedangkan imam Syafi’i melarangnya. 

c. Syirkah Inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam 

penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian 

untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. 

Syirkah Inan disepakati kebolehannya oleh para ulama. Berdasarkan 

uraian diatas, kiranya dapat dipahami bahwa koperasi menurut 

Mahmud Saltut adalah suatu syirkah (kerja sama) baru yang ditemukan 

para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada 

para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon 

karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya 

untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah, dan sebagainya. 

Jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan 

pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi 
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keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku. 

Koperasi dalam islam disebut juga dengan BMT (Baitul Mal Wat 

Tamwil tetapi kegiatan dalam BMT harus berdasarkan prinsip-prinp 

syariah dan berlandaskan Al-quran dan sunnah
44

 

a. Landasan Koperasi syariah 

Yang menjadi landasa koperasi syariah sebagaimana lembaga 

ekonomi islam lainnya yakni mengacu kepada sistem ekonomi itu 

sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersirat 

dalam Al-Quran landasan koperasi syariah. 

Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu Al-Quran 

dan Assunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling 

menguatkan (takaful). 

         

Artinya:  “Atau apakah mereka mengatakan (kami adalah satu 

golongan yang bersatu yang pasti menang)” (Q.S. al-

Qamar: 44).
45

 

 

b. Tujuan, dan Fungsi Koperasi dalam Islam atau BMT 

1) Tujuan Koperasi dalam Islam atau BMT 

Koperasi dalam islam atau BMT bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai 
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sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh 

kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional sarta 

berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat 

lingkungan.  

Dan juga untuk mewujudkan gerakan pembebasan anggota 

dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan ekonomi 

ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam 

kegiatan ekonomi rill dan kelembagaannya menuju tatanan 

perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan 

membangun stuktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju 

berlandaskan syariah dan rhida Allah SWT
46

. 

2) Fungsi Koperasi dalam Islam atau BMT 

Adapun fingsi koperasi dalam islam atau BMT 
47

adalah: 

a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola 

menjadi profesional, dan amanah sehingga semakin utuh dan 

tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi 

tantangan global. 

b) Mengorganisasi dan memobilitas dana sehingga dana yang 

dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal 

didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. 

c) Mengembangkan kesempatan kerja. 
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d) Mengukuhkan dan menigkatkan kualitas usaha dan pasar 

produk-produk anggota. Memperkuat dan menigkatkan kualitas 

lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 

3) Prinsip, Dan Peran Koperasi Dalam Islam Atau BMT 

a) Prinsip Koperasi dalam Islam
48

 

(1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan 

mengimplementasikan pinsip-prinsip syariah dan 

muamalah islami dalam kehidupan masyarakat. 

(2) Keterpaduan (kaffah), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi 

mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang 

dinamis, proktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia. 

(3) Kekeluargaan (kooperatif). 

(4) Kebersamaan. 

(5) Kemandirian. 

(6) Profesionalisme. 

(7) Isthikamah; konsistensi, komitmen/berkelanjutan tanpa 

henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, 

maju ketahap berikutnya, dan hanya mengharap ridha Allah 

SWT. 

b) Peran Koperasi dalam Islam 

(1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. 

Aktif dalam melakukan sosialisai ditengah masyarakat 
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tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini 

bisadilakukan dengan pelatihan mengenai cara-cara 

bertransaksi yang islami, dilarang curang dalam 

menimbang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya
49

. 

(2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT 

harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga 

keuangan mikro, misalnya dengan cara jalan 

pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan 

terhadap usaha-usaha nasabah  dan masyarakat umum. 

(3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang 

masih tergantungan rentenir disebabkan rentenir mampu 

memenuhi keinginan masyarakat dalam memenui dana 

dengan segera. Maka BMT harus mampu malayani 

masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap 

saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya. 

(4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat. 

                                                             
49

 Nurul Huda dan Mohamed Heykal, Op. Cit., hal 365. 


